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A. Kesimpulan  
Tindakan yang telah dilakukan oleh Tiongkok dengan membangun 
fasilitas militer mereka di Laut Cina Selatan merupakan tindakan yang dapat 
menimbulkan dampak negatif dengan terganggunya stabilitas keamanan dan 
perlindungan terhadap Laut Cina Selatan. Tindakan yang didasarkan pada 
sejarah tersebut memunculkan reaksi yang beragam dari Negara – Negara 
sekitar Laut Cina Selatan seperti Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, 
Filipina dan Indonesia yang mengganggap bahwa kegiatan pembangunan 
tersebut telah mengganggu dan mengancam Negara dalam memanfaatkan 
Laut Cina Selatan. Pembangunan fasilitas militer tersebut sudah sangat jelas 
menyalahkan beberapa Ketentuan Pasal di UNCLOS yaitu Ketentuan Pasal 88 
yang menetapkan bahwa laut bebas digunakan harus dengan maksud damai 
sedangkan tindakan Tiongkok dengan membangun fasilitas militer tersebut 
tidak memperlihatkan kegiatan damai. Ketentuan Pasal 123 yang menetapkan 
bahwa dalam memanfaatkan Laut Cina Selatan yang dapat dikategorikan 
sebagai laut tertutup harus adanya sebuah kerjasama antar Negara – Negara 
sekitar laut tertutup tersebut sehinngga tidak bisa satu Negara melakukan 




telah melanggar ketentuan pasal ini dengan membangun fasilitas militer tanpa 
adanya persetujuan dengan Negara – Negara sekitar Laut Cina Selatan. Selain 
dua ketentuan pasal tersebut, Ketentuan Pasal 136 juga menjadi salah satu 
pasal yang telah dilanggar oleh Tiongkok. Ketentuan Pasal 136 menetapkan 
bahwa segala kekayaan di laut adalah warisan bersama umat manusia tetapi 
kegiatan Tiongkok dalam kasus ini adalah mengklaim seluruh dari Laut Cina 
Selatan untuk menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok dengan 
membangun fasilitas militer di Kepulauan  Spratly  dan Paracels. Tiongkok 
harus melihat bahwa Laut Cina Selatan dikelilingi bukan hanya Tiongkok tapi 
beberapa Negara maka perlunya kerjasama untuk mengelola Laut Cina 
Selatan secara bersama - sama. Penggunaan alasan sejarah yang dikemukakan 
oleh Tiongkok bukanlah merupakan alasan yang benar karena hal itu akan 
membuat Negara – Negara lain akan bersama – sama untuk mengklaim 
wilayah laut yang pada sejarahnya milik mereka.   
B. Saran 
Pemerintah Tiongkok seharusnya lebih memperhatikan kembali 
Ketentuan Pasal yang ada di UNCLOS serta memperhatikan Putusan Arbitase 
Internasional. Tiongkok juga harus melakukan perundingan terlebih dahulu 
kepada Negara – Negara lain sekitar Laut Cina Selatan karena hal itu 
merupakan salah satu cara yang dapat diberikan oleh UNCLOS dalam 
menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Laut Cina Selatan agar tidak 




kembali isi dari Putusan Arbitrase Internasional yang menyatakan bahwa 
dalam melakukan klaim yang didasarkan oleh sejarah dari “Sembilan garis 
putus- putus” Tiongkok dianggap salah karena tidak memperhatikan 
kepentingan Negara lain yaitu Filipina dan juga Negara lainnya yang tidak 
disebutkan dalam Putusan Arbitrase tersebut.  Tiongkok harus menyingkirkan 
dasar alasan sejarah dalam memanfaatkan Laut Cina Selatan karena Laut Cina 
Selatan bukanlah laut milik suatu Negara tetapi Laut untuk semua Negara 
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